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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG SISTEM IJO 

(NGIJO) DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN 

MADIUN 

 

A. Analisis Praktek Sistem Ngijo di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang 

Kabupaten Madiun 

 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memang harus 

terpenuhi segala kebutuhan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika 

kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimiliki tidak 

memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, sering orang berhutang dengan 

terpaksa pada orang lain. Baik hutang yang berupa uang atau barang yang 

akan dinyatakan gantinya pada waktu yang lain sesuai dengan kebutuhan 

yang menjadi perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Sebayi melaksanakan 

perjanjian ngijo. Ngijo adalah simbol dari bahasa masyarakat Desa Sebayi 

dalam hal utang piutang di bidang pertanian. Pelaksanaan perjanjian ngijo ini 

menjadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sebayi beberapa 

tahun terakhir. 

Sesuai dengan bab 2 dalam skripsi ini, sistem ngijo menggunakan 

akad qard} (utang piutang). Qard} menurut pendapat berbagai mazhab1 : 

                                                             
1
 Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, jilid 6, (Surabaya: Darul Ulum Press, 

2001), 286-288. 
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1. Malikiyah: mereka berpendapat bahwa qard} dalam istilah ilmu fiqh 

berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk 

mendapatkan manfaat dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh 

diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu 

harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak 

beda dengan yang diterima. 

2. Hanafiyah: mereka berpendapat qard} adalah harta yang diserahkan kepada 

orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Maksudnya, setiap 

satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya 

harga, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung dimana 

satuannya relatif sama, seperti telur dan kemiri, demikian juga jenis-jenis 

barang yang ditimbang. 

3. Syafi’iyah: mereka berpendapat bahwa kata al-qard}   dalam syara’ berarti 

al-muqrad} (sesuatu yang diiutangkan), yaitu bentuk isim maf’ul, seperti 

disebutkan firman Allah: 

             … 

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman 

yang baik..” (Qs. Al Baqarah 245).  

 

Qard} juga diistilahkan dengan salaf, yaitu menyerahkan sesuatu 

untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama. 

4. Hanabilah: qard} berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk 

dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai 

gantinya. 
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Jika dilihat dari segi hukum Islam, sistem ngijo tidak memenuhi 

syarat sahnya hutang piutang, yakni sebagai berikut: 

1. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan 

jumlahnya. 

2. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan 

3. Adanya saksi pada saat terjadinya perjanjian 

4. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa 

dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.
2
 

Dari syarat ini, praktek utang piutang ngijo tidak adanya saksi pada 

saat terjadinya perjanjian, sehingga akad yang dilaksanakan tanpa adanya 

saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat 

ulama’ saksi dalam transaksi adalah wajib. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Sebayi, alur 

perjanjian ngijo yang dilakukan antara petani dengan pengepul yang 

dijelaskan oleh bapak Jatmiko petani adalah:  

1. Perjanjian yang dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa 

Sebayi dari sejak adanya ngijo sampai sekarang. Awal mula petani 

mendatangi rumah pengepul untuk meminta tolong, meminjam uang 

untuk menggarap sawah, meliputi persemaian bibit, penanaman, 

pemupukan, pengobatan hingga membayar jasa buruh tani untuk tandur. 

2. Untuk nominal hutangnya, terserah yang hutang. Biasanya paling sedikit 

sebesar Rp. 200.000 

                                                             
2
 Ismali Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah, …, 302. 
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3. Setelah memilih berapa pinjaman uang yang akan dipinjam, petani 

mengira-ngira kapan datangnya musim panen tiba. 

4. Pengepul memberikan syarat sebagai pelunasaanya 100kg atau 1kuintal 

per Rp. 200. 000. Artinya petani harus membayar 1kuintal jika hutang 

Rp.200.000. jika hasil panen tidak sesuai atau mengalami gagal panen 

karena diserang hama misalnya dan petani tidak  bisa melunasi hutang 

dengan ketentuan di awal, maka petani boleh melunasi pada musim panen 

di musim berikutnya dengan catatan hutang bertambah 5%. 

5. Perjanjian selesai dilaksanakan. Dan perjanjian tersebut dilakukan secara 

lisan tanpa perlu adanya pencatatan (dalam bentuk kuitansi) karena 

kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip 

kepercayaan antara petani dengan pengepul. 

Dalam sistem ijo (ngijo) tersebut petani meminjam uang kepada 

pengepul, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau 

ukuran kwintalan pada musim panen tiba. Perjanjian ngijo ini didahului 

dengan akad atau perjanjian bersama, yang istilahnya disebut dengan nama 

perjanjian ngijo. Ngijo adalah simbol dari bahasa masyarakat Desa Sebayi 

dalam hal utang piutang di bidang pertanian. Sedangkan di dalam prakteknya 

perjanjian ngijo di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun 

hanya dilaksanakan oleh petani dengan pengepul saja secara lisan tanpa 

adanya saksi, sehingga turut campurnya kepala desa atau pejabat yang 

berwenang tidak diperlukan, jadi ngijo dilakukan hanya dengan rasa saling 

percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Secara formalnya 
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kepala desa tidak membantu keabsahan berlakunya perjanjian ngijo dan 

mengenai akte perjanjian tidak begitu diperlukan, dan tidak pernah dibuat 

antara petani dan pengepul.  

Kemudian mengenai penyerahan barang pada saat tenggang waktu 

yang di sepakati sudah jatuh tempo, penyerahan barang dilakukan di tempat 

yang telah disepakati bersama. Biasanya mereka meyerahkan padi tersebut di 

rumah petani, yaitu pengepul datang kerumah petani atau petani akan 

menghantarkan padi tersebut ke rumah pengepul. Dalam perjanjiannya, jika 

petani melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang padahal petani 

memiliki hasil panen, maka pengepul tidak segan-segan meminta uang 

kembali dan membatalkan perjanjian, lalu apabila petani tidak bisa 

memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tersebut akan 

memberikan padi pada musim panen berikutnya dengan menambah 5% padi 

untuk pelunasannya.  

Dalam hukum Islam, sistem ijo (ngijo) yang dilakukan petani dengan 

pengepul di Desa Sebayi Kecamatan Gemaranng Kabupaten Madiun bukan 

termasuk akad qard} (utang piutang) karena dalam praktek utang piutang 

ngijo tidak adanya saksi pada saat terjadinya perjanjian, sehingga akad yang 

dilaksanakan tanpa adanya saksi menyebabkan akadnya tidak sempurna yang 

berarti akad yang dilakukan tidak sah. 
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa 

Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun 

 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah Al-qard} adalah 

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali 

atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, artinya 

utang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak ta’awun 

(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan 

hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi 

umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada 

yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan 

dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. 

Setiap transaksi haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan 

syarat yang terdapat dalam qard} adalah adanya orang yang berakad, yaitu 

muqrid} dan muqtarid}. Dalam hal ini yang menjadi muqrid adalah pengepul, 

dan muqtarid adalah para petani. Setiap orang harus memenuhi kriteria atau 

syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan sebuah transaksi hutang 

piutang. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. 

Misalkan, akadnya anak kecil dan orang gila maka mereka tidak boleh 

melakukan akad qard} dikarenakan tidak cakap hukum. 

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan 

oleh petani dengan pengepul dalam sistem ngijo adalah sah menurut hukum 

Islam. 
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Rukun qard} yang kedua adalah adanya obyek qard}. Adapun syarat 

obyek qard} adalah barang yang dihutangkan adalah jelas, adanya obyek yang 

dihutangkan, batas waktu diketahui dan tempat penyerahan barangnya 

diketahui. 

Dilihat dari segi obyek qard}, sistem ngijo telah memenuhi syarat 

hukum Islam karena telah diketahui dengan jelas jumlah uang yang 

dihutangkan dan tempat penyerahan barangnya diketahui. 

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan kabul  karena 

merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna 

akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada 

sistem ngijo, terjadi kesepakatan antara petani dengan pengepul. Dalam 

setiap akad harus ada s}ighat al-aqd} yakni ijab dan kabul. Adapun ijab adalah 

Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta’aqidin yang 

mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. 

Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai muqtarid}”saya akan meminjam 

uang kepada saudara, uang tersebut akan saya bayar dengan padi pada musim 

panen”, dan kabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang 

mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini 

dinyatakan oleh pengepul sebagai muqrid} ”ya”. 

Demikianlah s}ighat ijab dan kabul  antara kedua belah pihak, dimana 

mereka harus mematuhinya. Sistem ngijo yang dilaksanakan di Desa Sebayi 

Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun adalah petani meminjam uang 

kepada pengepul untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan 
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padi pada musim panen dengan besar pengembalian mencapai hampir 3x lipat 

dari jumlah hutang, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu 

jatuh tempo, maka petani tersebut akan memberikan padi pada panen 

berikutnya dengan menambah 5% padi. 

Dilihat dari mekanisme utang piutang ngijo di Desa Sebayi 

Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ngijo adalah akadnya rusak karena 

dari awal sudah diketahui adanya kelebihan saat pelunasan dan adanya bunga 

5% jika tidak dibayar pada saat jatuh tempo. Akad qard  yang rusak tersebut 

karena adanya unsur riba di dalamnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah: 

فَةُ ُجَرُُّقَ رْضُ ُكُلُّ ُربِاَُفَ هُوَُُمَن ْ  

Artinya “Semua hutang yang menarik manfaat adalah riba” 

Riba> ada 2 macam, yakni riba> al-nasi’ah dan riba> al-fadhl. Riba> al-

fadhl menurut Hanabilah adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-

menukar) yang menggunakan ukuran syara’ (yaitu literan atau timbangan) 

yang jenis barangnya sama. Sedangkan riba> an-nasi’ah adalah kelebihan tunai 

atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang diberikan orang 

yang ber utang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh 

tempo.  

Dengan adanya pengembalian dengan jumlah yang hampir 3 kali lipat 

dari jumlah hutang bahkan ada tambahan pembayaran sebesar 5% padi jika 

tidak tepat waktu dalam sistem ngijo tersebut, maka itu merupakan kategori 
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riba> nasi’ah, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang 

diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.  

Sistem ngijo yang dilaksanakan di Desa Sebayi, dengan menggunakan 

akad qard menurut pandangan Islam adalah tidak sah karena dengan adanya 

jumlah pengembalian yang lebih besar dari jumlah hutang dan bahkan ada 

tambahan 5% padi jika petani tidak membayar pada waktu jatuh tempo. 

Adanya tambahan menurut Imam Syafi’i bahwa qard}  itu rusak bila mana 

yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan. Maka dalam sistem 

ngijo yang dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten 

Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba> 

nasi’ah, yang hukumnya haram. 

 


